
 
 



Fiqh Siyasah dan Konsolidasi Keilmuan Nusantara Abad ke-17 

Geliat karya-karya dalam fiqh siyasah yang dimaksud di atas 
dimulai dengan dinamika kesultanan Aceh pada awal abad ke-17, yaitu 
pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Tidak 
sekadar perluasan wilayah kekuasaan, tapi di bawah pemerintahan 
Sultan Iskandar Muda, Aceh berkembang menjadi pusat perekonomian 
internasional. Dinamika keilmuan turut berkembang pesat, sehingga 
Aceh menjadi pusat pembelajaran Islam.  

Bersamaan dengan itu, proses islamisasi di Jawa sudah merata  
dan sedang menghadapi krisis politik setelah keruntuhan Kesultanan 
Demak. Orientasi dakwah Wali Songo pada saat itu lebih pada 
penyebaran dakwah ke luar pulau Jawa. Maka dikirimlah tiga orang 
santri ke Sulawesi, masing-masing adalah Khatib Tunggal (Datuk Ri 
Bandang, ke Makassar, Timor, Seram dan Selayar), Khatib Bungsu 
(Datuk Tiro, ke Bulukumba, Ternate) dan Khatib Sulaiman (Datuk 

memperluas jangkauan dakwah ke Lombok, Bali dan Sumbawa. 
Sedangkan Sunan Bonang ke Pahang, Johor, Pattani, Champa (sekarang 
Vietnam dan Kamboja).  

Pada titik ini terlihat pengaruh pemikiran al-Ghazâlî menjadi 
otoritas refrensial (sulth ) tentang keberislaman di 
Nusantara. Tidak hanya di Jawa, pemikiran al-Ghazâlî juga 
didistribusikan ke seluruh kepulauan di Nusantara.  
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perkembangan pesat dalam bidang pendidikan Islam dan kajian keislaman. Sidik Haji Baba, 
 Jurnal Ushuludin, 1995, 11. 

2Hal ini ditandai dengan kemunculan teks Mawâhib al-Rabbâniyah (1636 M), sebuah karya 
ulama Haramayn yang merupakan hasil korespondensi ulama Banten dan ulama Haramayn seputar 
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fiqh, seperti dalam -Dîn, dipandang sebagai teroboson baru dalam kajian Islam. Baca, 



Semua pengalaman di atas merupakan perluasan dakwah secara 
praksis. Sedangkan fenomena yang terjadi di Aceh di masa Sultan 
Iskandar Muda merupakan proses kodifikasi (tadwîn).  Sebagaimana 
pengalaman politik dinasti Umayah selama 95 tahun (661-750 M) baru 

Abbasiyah.  Begitu pula pengalaman politik Islam Nusantara sejak masa 
Demak hingga Mataram Islam (Jawa) dan beberapa kesultanan di Aceh 
dan Malaka sejak akhir abad ke-13,  baru dikodifikasi pada abad ke-17. 

Jika pada masa pra Islam, dalam doktrin politik nusantara dikenal 
doktrin devaraj, yang menempatkan raja sebagai keturunan para dewa, 
maka pada masa kesultanan Islam, raja ditempatkan sebagai 
khalîfatullâh, zhillullâh fi al-ardh, dan tema itu disejajarkan dengan 
ajaran tentang insan kamil, yang termanifestasi pada kepribadian 
seorang raja.  

Kemenunggalan raja dan Tuhan disimbolkan oleh aliran 
wujudiyah, melalui teori yang disebut wa dat al-wujûd, bahwa 
seseorang yang sudah mencapai tingkat kemakrifatan tertentu bisa 
merasakan ketiadaan dirinya sendiri, dan hanya merasakan kehadiran 
Allah. Pada titik itu, sang hamba menyatu dengan Tuhannya, seperti 
pada pengalaman al- allâj yang mengaku: anâ al- aqq, atau Siti Jenar 
yang mengaku sebagai Allah. Paham wujudiyah ini kembali 
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7Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara antara lain: Samudera Pasai (1267), Malaka (1414), Perak 
(1450), Pahang (1450), Maluku (1460), Tidore (1475), Ternate (1475), Aceh Darussalam (1496),Brunei 
(1500), Mindanao (1500), Buru (1500), Makassar (1600), Demak (1518), Banten (1525), Johor-Riau (1528), 
Pajang (1549), Mataram (1577), baca: Helmiati, Sejarah Islam Asia Tenggara, (Pekanbaru: CV Nuansa Jaya 
Mandiri, 2014). 

8Andi Suwirta, Raja Wakil Allah & Manusia Sempurna: Wacana Pemikiran Politik Islam di 
Indonesia, Pelita, 10 Maret 1994, 4. 



mengemuka melalui pandangan Hamzah Fansuri (w. 1636 M), dari kota 
Barus Aceh.  

Hamzah al-Fansuri adalah syaykh al-Islâm di masa pemerintahan 
Iskandar Muda. Pengaruh Hamzah Fansuri dapat dilihat dari 
berkembangnya paham wujudiyah ini melalui penerbitan buku-buku 
yang kental dengan pengaruh Persia. Seperti Hikayat Amir Hamzah, 
Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Muhammad bin al-Hanafiyyah, dan 
tentu karya-karya Hamzah al-Fansuri, Syair Perahu.  

Namun pasca wafatnya Sultan Iskandar Muda, posisinya 
digantikan oleh menantunya, Sultan Iskandar Thani (1636-1641). Ia 
mengangkat Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) sebagai mufti. Al-Raniri 
kemudian melakukan pembatasan dan pembasmian terhadap ajaran 
wujudiyah yang dikembangkan oleh Hamzah al-Fansuri dan muridnya, 
Shams al-Din al-Sumatrani (w. 1630 M).  Dengan bekal penguasaan 
ilmu agama yang memadai dalam bidang hukum Islam, teologi, tasawuf 
dan politik, al-Raniri mereformasi struktur pengetahuan di Aceh, ke arah 
mazhab Aswaja, yakni dengan memperkenalkan pemikiran Abû Hâmid 
al-Ghazâlî. 

Seperti akan diuraikan pada bagian selanjutnya, pada masa al-
Raniri terjadi reformasi sosial, dengan pelemahan kelas menengah, dan 
menciptakan kelas menengah baru pada masa Iskandar Muda. Melalui 
Bustân al-Salâthîn (1638 M) al-Raniri menekankan pada etika politik 
seorang sultan, tentang keadilan, raja yang ideal dan sebagainya.  

-Sinkili yang 
mampu mengembalikan pemikiran al-Raniri menjadi arus utama di 
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al-Singkilî, dan al- Syifa al-Qulub 1 No. 2, (Januari 2017). 
10 -

Patrick Daly, Anthony Reid, Mapping The Acehnese Past, (Leiden: KITLV, 2011), 41. 
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Feener, Patrick Daly, Anthony Reid, Mapping The Acehnese Past, 10. 
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Tradisi Politik Sufi Ulama Kalimantan Barat Abad ke-19 dan ke-
Pengembangan Masyarakat Islam 10, No. 1 (2017): 44-57. 



Aceh, setelah tergerus ajaran wujudiyah Syaikh Saiful Rijal.  Karya-
karya al-Sinkili juga mendapat perhatian luas, khususnya -
Thullâb dan Tarjumân al-Mustafîd. Karya ini mampu menjangkau 
Filipina, sebelum masa penjajahan Spanyol.  

Secara garis besar, dinamika keilmuan di Aceh menyebar luas ke 
seluruh nusantara, khususnya kerajaan dan kesultanan yang berdarah 
Melayu. Dengan kata lain, identitas kemelayuan turut mempercepat 
penyebaran gagasan-gagasan al-Raniri ke seluruh Nusantara, termasuk 
di antaranya negara-negara yang berada di bawah kekuasaan atau 
memiliki interaksi dengan kesultanan melayu, seperti Pattani dan 
Champa.  

Namun, kenyataan itu tidak berarti bahwa negara-negara berbasis 
etnis China, seperti Thailand, Burma, Vietnam dan Kamboja tidak 
menganut pola pemerintahan dan pemikiran yang sama. Pada uraian di 
atas, penulis telah memaparkan kiprah Sunan Bonang di Champa 
(Vietnam dan Kamboja). Begitu juga keterlibatan Shaykh Abd al-Samad 
al-Falimbani  dan umat Islam di Pattani di Thailand.  

 

Dari Al-Ghazâlî Hingga Raja Ali Haji 

Penetapan titik awal pada karya al-Ghazâlî didasari oleh 
pertimbangan bahwa Nashî at al-Mulûk, menjadi refrensi sentral dari 
karya-karya yang akan dibahas selanjutnya. Sementara penetapan titik 
akhir pada Raja Ali Haji (Abad XIX) dikarenakan menguatnya 
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15Tidak hanya memperkenalkan tasawuf al-Ghazâlî melalui karyanya Sayr al-Sâlikîn, Syaykh 

Abdu al-Samad al-Falimbani juga terlibar dalam jihad bersama pejuang Pattani dan Kedah saat diserang 

Prosiding Nadwah Ulama 
Nusantra (NUN) IV, 25-26 November 2011, 444. 

16Secara genealogis, Islam yang berkembang di Pattani adalah perluasan dari Islam Samudera 
Pasai yang dipengaruhi oleh pemikiran al-
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kolonialisme-imperialis  sejak awal abad XX, sehingga mengubah 

watak politik beberapa negara  dari karakteristik yang disimpulkan 
dalam tulisan ini. 

Logikanya, kolonialisme memungkinkan migrasi dari wilayah 
Asia lainnya, seperti India dan China, di mana mereka datang membawa 
tradisi beragama, organisasi sosial, skil ekonomi yang berbeda dari yang 
berkembang di suatu negara. Maka dapat dipastikan corak budaya akan 
tumbuh berbeda. Selain itu, kolonialisme memungkinkan cultural shock 
yang melahirkan pembelahan-pembelahan antara kaum tua dan kaum 
muda yang berbeda dalam meresepsi tradisi, dan tentu akan melahirkan 
tradisi baru, baik bersifat akulturatif maupun asimilatif.   

 Nashî at al-Mulûk (w. 505 H/1111 M) 

Jika Sunan Kalijaga adalah guru politik orang-orang nusantara, 
maka Nashî at al-Mulûk adalah buku politiknya.  Kesimpulan ini tidak 
berlebihan. Sebab, keterlibatan Sunan Kalijaga dalam suksesi politik 
pada beberapa kesultanan Islam di Indonesia, bahkan hingga perjuangan 
daerah, membuktikan hal itu.  Begitu juga, Nashîhat al-Mulûk sebagai 
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Pesantren Studies 4a, 27. 



rujukan utama dan kitab babon bagi karya-karya ulama nusantara dalam 
bidang politik. 

Selain mendemonstrasikan sejumlah riwayat tentang pengalaman 
para penguasa Persia pra-Islam, Imam al-Ghazâlî juga membuat 10 
standard minimal menjadi seorang khalifah dalam kitabnya, yaitu: 1) 
amanah; 2) selalu mengikuti bimbingan ulama; 3) peka terhadap 
keadilan dan kesenjangan sosial; 4) berlaku adil dan egaliter; 5) bersikap 
populis dan tidak menjarak dari kehidupan rakyatnya; 6) memenuhi 
kebutuhan rakyat; 7) berpola hidup sederhana dan tidak terlena dengan 
kekuasaan; 8) bersikap manusiawi dalam menghadapi problematika 
rakyat; 9) melakukan tugas dengan cara terbaik; 10) tidak bermaksiat, 
atau membiarkan rakyatnya hidup dalam kemaksiatan.  

Jika dibanding dengan buku-buku fiqh siyasah lainnya, seperti al-
A kâm al-Sulthâniyyah,  karya al-Ghazâlî ini tidak bersifat teoretik-
filosofis. Ia menyampaikan gagasan-gagasan etika politik itu melalui 
idealisasi kisah masa lalu.  Selain agar pesan itu lebih hidup, sasaran 
dari kisah-kisah tersebut tidak hanya ditujukan pada para raja, 
melainkan juga bagi rakyat yang membaca. Dengan kata lain, kitab ini 
lebih pada rekayasa sosial. 

Strategi penulisan seperti ini dimaksudkan juga untuk melahirkan 
figur-figur ideal selain raja. Melalui kisah Raja Anûsyarwân (abad ke-6 
M), bahwa pada suatu hari, salah sorang rakyatnya membeli sebidang 
tanah, yang tanpa sepengetahuannya mengandung harta karun, ia justru 
mengembalikan harta karun itu kepada pemilik tanah. Dengan alasan 
bahwa ia tidak membutuhkan harta karun tersebut. Namun, dengan 
alasan yang sama, sang pemilik tanah merasa tidak berhak atas harta 
karun itu. Maka mereka melaporkan kejadian ini kepada sang Raja, 
Anûsyarwân. Akan tetapi, sang raja tidak lantas menganggap harta 
karun itu sebagai milik raja atau kerajaan. Tetapi menganjurkan kepada 
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Islamic Social Sciences 13, No. 3 (1996): 321. 
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kedua belah pihak untuk menjalin hubungan keluarga dengan 
menikahkan anak mereka satu sama lain, lalu menyerahkan harta 
tersebut kepada anak-anak mereka.  

Kisah itu menggambarkan pandangan al- al-nâsu 
 [kualitas rakyat bergantung pada kualitas para 
 Bukan dalam pengertian sebagai idealisasi para raja, 

atau menekankan pengembangan budaya yang bersifat kraton-sentris.  
Melainkan, bahwa sasaran politik tidak berhenti pada level penguasa, 
tapi harus merembes ke bawah, menciptakan sebuah civil society yang 
sehat dan beradab. 

Kesimpulan seperti ini kerap disalahpahami oleh sarjana barat. 
Pengalaman ulama yang memberi legitimasi bagi Demokrasi Terpimpin 
diidentifikasikan dengan sistem politik Hindu, tentang arogansi 
penguasa melemahkan lingkungan sekitar untuk melanggengkan posisi 
dan kekuasaannya.  Dengan kata lain, idealisme tentang raja adil 

(khalifatullâh dan zhillullâh) disamakan dengan konsep devaraj.  
Padahal, dalam idealisasi ulama nusantara, al-  
selalu dalam bingkai sabdo pandito ratu,  seperti terlihat pada fungsi 
syaykh al-islâm dalam sejarah kesultanan Aceh di atas. 

Tâj al-Salâthîn (1603 M)  

Strategi naratif yang memiliki tujuan sebagai rekayasa sosial ini 
juga terlihat dalam Tâj al-Salâthîn, karya Shaykh Bukhari al-Jawhari 
(al-Johori, w. 1603). Selain mengadopsi pandangan-pandangan al-
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Language and Power, Exploring Political 
Cultures in Indonesia (New York: Cornell University Press, 1990), 28-72. Di bagian selanjutnya masih akan 
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Ghazâlî, al-Johori juga menampilkan kisah-kisah baru yang tidak 
terdapat dalam karya Nashîhat al-Mulûk. Namun ia juga mengimpikan 
terciptanya sebuah masyarakat yang rasional, melalui karya yang 
menyasar pada dua target di atas: pemerintahan yang adil dan 
masyarakat yang beradab. 

Kisah tentang Hâtim al-
disuguhkan sebagai tokoh ideal dalam Tâj al-Salâthîn. Kedermawanan 
Hâtim digambarkan oleh al-Johori bisa membuat iri raja. Dikisahkan 
bahwa sang raja ingin menguji sifat al-
seseorang dalam rangka meminta sumbangan sebanyak 100 ekor unta. 
Meski harus berhutang, al- untuk 
diserahkan kepada sang raja. Raja yang makin terkagum-kagum kepada 
sifat al-
perhiasan sebagai hadiah untuk Hâtim al-
justru menyerahkan unta-unta pinjaman beserta kalung pemberian sang 
raja kepada sang pemilik unta.  

Selain dimaknai bahwa keadilan berarti kedermawanan dan 
pemerataan kesejahteraan, kisah ini menggambarkan bahwa idealisme 
dan insan kamil tidak hanya berasal dari istana. Bahkan sebaliknya, 
istana diposisikan belajar dari penduduk sipil yang dermawan. 

Di sini, ada hal menarik yang perlu didiskusikan, bahwa pada 
bagian lain dalam Tâj al-Salâthîn, al-Johori justru mengidealisasi 
penguasa dengan doktrin kepatuhan yang mengarah pada fanatisme. 
Doktrin itu berisi, bahwa jika sang penguasa bersifat zalim, tidak 
berlaku adil, rakyat harus tetap patuh kepada raja dalam hal ucapannya 
saja, tidak pada perbuatannya. Ia tidak membenarkan adanya protest 
movement, karena hanya akan merusak stabilitas sosial (We obey his 
words because we want to avoid disorder (fitnah) in the country).  
Doktrin ini yang disebut oleh Jajat Burhanuddin sebagai paradoks dalam 
pemikiran al-Johori, atau doktrin politik islam-melayu secara 
keseluruhan. 
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Pada dasarnya kepatuhan pada titah (obey his words) terwujud 
dengan tidak adanya protest movement, seperti dibayangkan dalam 
dinamika negara modern. Terlebih jika gerakan itu dilakukan oleh 
grassroot rakyat. Namun hal itu tidak berarti bahwa otoritas raja tetap 
kuat. Sebab di kalangan elit, mulai muncul mosi tidak percaya kepada 
sultan, seperti pengalaman Mataram pada masa pemerintahan 
Amangkurat I (1646-1676). Sikap lalim dan menindas rakyat serta 
berpihak pada kepentingan VOC, membuat saudara-saudara Sultan 
Mataram ini memberontak. Misalnya, Pangeran Suryakusuma, 
Pangeran Purbaya, Pangeran Kajoran, Pangeran Puger dan Pakubuwono 
II.  Peristiwa itu juga diiringi dengan lepasnya beberapa wilayah 
subordinat, seperti Palembang, Jambi dan Sukadana (Kalimantan 
Barat), serta putusnya hubungan dengan kerajaan Goa-Tallo dan 
Banjarmasin.  

Simpulnya, idealisme raja-adil dan rakyat-beradab merupakan 
pilar nilai-nilai yang menjadi acuan, sebagai modal otoritas seorang raja. 
Tanpa otoritas itu, kekuasannya sudah luntur dan kehilangan basis 
legitimasinya. 

 

Mawâhib al-Rabbâniyyah (1636 M)  

Kesimpulan di atas juga disampaikan oleh Syaykh Mu ammad ibn 
-1647) dalam Mawâhib al-Rabbâniyyah.  Dalam 

kitab ini dikisahkan tentang seorang Sahabat Nabi, Ziyâd bin Abî 
Sufyân yang tega membunuh ribuan rakyat demi menegakkan 
kewibawaan dan kewenangannya sebagai gubernur Irak.  Kutipan dari 
Nashî at al-Mulûk, 
otoritas yang bersifat individual, pengakuan tentang status raja oleh raja, 
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atau pemaksaan pengakuan otoritas dari rakyat. Terkait dengan kasus di 
atas, meski ia seorang sahabat nabi, jika melakukan kesalahan dan 
kezaliman sebagai penguasa, maka otoritasnya akan hilang. 

Atas dasar ini, konsep otoritas kepempimpinan dalam Islam tidak 
ada hubungannya dengan logika mayoritas-minoritas.  Otoritas dalam 
politik Islam Nusantara diukur di kesesuaian dengan aturan main yang 
sewajarnya, yaitu adat atau norma yang berlaku.  Adat dan norma ini 
tidak dalam artian primordial, tetapi nilai-nilai yang diajarkan secara 
massif, sistematis dan menunggal. Artinya, pengajaran nilai-nilai yang 
dilakukan berabad-abad itu disertai dengan pengabaian terhadap doktrin 
yang berbeda. Dengan demikian, nilai-nilai yang dimaksud meresap 
dalam kesadaran rakyat Nusantara menjadi cita-cita bersama (mikhyâl 

).  

Tidak seperti kecenderungan politik modern yang menempatkan 
rakyat vis a vis negara, ideologi fiqh siyasah nusantara justru 
menempatkan rakyat dan negara ibarat dua sisi mata uang, saling 
melengkapi. Kebijakan pemerintah adalah kehendak dan kebutuhan 
rakyat. Fiqh siyasah Nusantara tidak mengimajinasikan kritik rakyat 
sebagai check and balance bagi kebijakan pemerintah, dalam posisi 
yang biner dan berhadap-hadapan. Kebijakan pemerintah dan tuntutan 
rakyat justru bermuara pada titik yang sama, cita-cita bersama. Itulah 
yang hendak diwujudkan: pemerintah yang adil dan rakyat yang 
beradab. 

Kenyataan seperti ini disimbolisasi oleh Sunan Kalijaga dalam tata 
kota: Di muka masjid itu ada alun-alun, sebelah kanan biasanja 
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tempat tinggal tumenggung, kiri mahkamah, di sebelah belakang bui.  
Masjid sebagai simbol keterlibatan ulama dan nilai-nilai agama menjadi 
penjaga relasi rakyat (yang berada di alun-alun) dan negara 
(tumenggung) yang berada di sebelah kanan. Simbolisasi ini juga 
menjelaskan peran historis fiqh siyasah yang dimainkan oleh ulama 
sebagai polisi etika politik. 

Jika pada kenyataannya ada penyelewengan wewenang oleh 
pemerintah, seperti dilakukan Amangkurat I atau Ziyâd ibn Abî Sufyân, 
maka secara otomatis legitimasi politiknya luntur dan tidak bisa 
mempertahankan kekuasaannya. Kekuasaan politik Islam dalam kultur 
nusantara hanya bisa bertahan dengan harmoni raja-rakyat yang diikat 
oleh kultur (fiqh siyasah) yang dijaga oleh ulama. 

Dengan demikian, protest movement yang dilakukan rakyat 
terhadap pemerintah zalim bukan sebuah keharusan, apalagi dipandang 
sebagai satu-satunya cara, atau sebagai bentuk rasionalitas rakyat dalam 
sistem berpolitik.  

Justru, yang hendak disampaikan dalam kisah-kisah di atas, baik 
dalam Tâj al-Salâthîn maupun Mawâhib al-Rabbâniyyah adalah 
stabilitas politik akan tercipta jika penguasa bersikap adil dan berhasil 
menciptakan masyarakat yang terdidik dan beradab. Ketundukan rakyat 
terhadap penguasa bukan sekadar soal penundukan oleh kekuasaan, 
tetapi dalam kerangka yang lebih besar, menciptakan stabilitas politik, 
We obey his words because we want to avoid disorder (fitnah) in the 
country. 

 

Bustân al-Salâthîn (1638 M)  

Stabilitas politik yang dimaksud tercermin pada masa 
pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dimana dominasi kaum elit, 
bangsawan dan kelas menengah sosial dibatasi dan diawasi. Fenomena 
Orang Kaya Aceh abad ke-17 juga diterapkan oleh Sultan Iskandar 
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Thani (1636-1642) dengan mereformasi kekuatan ekonomi, dari elit 
lama ke elit baru.  Namun, masa pemerintahan Iskandar Thani yang 
singkat membuatnya tidak bisa berbuat banyak dalam transformasi 
sosial, selain dalam bidang keilmuan dan keagamaan, dengan 
melindungi dan membiayai penelitian al-Raniri, di antaranya Bustân al-
Salâthîn. 

Seperti telah dikupas di bagian awal tulisan ini, Bustân al-Salâthîn 
merupakan salah satu kitab politik Nusantara yang dibingkai dalam 
naskah kesusasteraan, bukan traktat politik. Adopsi model Nashî at al-
Mulûk, ini mengalami tantangan lebih kuat dari unsur luar, yaitu 
kekuatan kolonial Belanda (VOC) dan Inggris di Singapura.  Maka 
tidak mengherankan jika kisah baru yang dimuat dalam turunan ketiga 
Nashî at al-Mulûk ini adalah hikayat Prang Sabil, hikayat Jaka 
Samaun, hikayat , dan lain-lain.  Strategi naratif ini 
mencita-citakan tumbuhnya kesadan kolonialisme pada Bangsa Aceh. 

Sejalan dengan strategi itu, al-Raniri juga mengembangkan konsep 
al-qiyâfah (firasat politik), yaitu kesadaran dalam mengamati arah dan 
kecenderungan permainan kekuasaan dalam arena politik. Kecakapan 
dalam al-qiyâfah ini membantu seorang sultan untuk lebih waspada 
dengan kepentingan-kepentingan yang terselip dalam sikap dan 
pandangan seseorang. Menurut al-Raniri, al-qiyâfah sudah diajarkan 

-kitab  dan diijinkan oleh 
Rasulullah.  

Seperti dinyatakan oleh Saiful Umam, bahwa pada masa 
pemerintahan Sultan Iskandar Thani, gejolak politik makin kuat dari 
kelompok elit yang merasa dibatasi kepentingannya oleh Sultan. 
Terlebih, pada masa pemerintahan Sultanah (raja perempuan, dimulai 
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oleh Safiyat al-Din, dilanjutkan oleh Naqiyat al-Din dan Kamalat al-
Din) tercatat muncul pergerakan politik atas nama agama [politisasi 
agama] yang digencarkan oleh Panglima Polem. Bagi Umam, 
pergerakan Panglima Polem lebih bersifat politis, daripada berasas 
doktrin agama. Kesimpulan Umam didasarkan pada pakta kesepakatan 
bahwa sepeninggal Safiyat al-Din, Panglima Polem yang akan 
menduduki tahta.  Namun, pada kenyataannya Naqiyat al-Din lah yang 
menjadi sultanah berikutnya. Untuk kepentingan itulah ia memobilisasi 
tema kepemimpinan perempuan dalam perspektif agama. 

 

-Thullâb (1672) 

Ada dua poin utama dalam karya Abdul Rouf al-Singkili ini. 
Pertama, kitab ini berupa kitab fiqh yang dipesan oleh Sultanah Safiyat 
al-
kehidupan politik, ekonomi dan keagamaan.  Kitab ini memiliki 
pengaruh yang luas, bahkan diterapkan di Filipina. 

Kedua, melalui kitab ini, al-Singkili berupaya memadukan 
dimensi eksoterik dan esoterik Islam, yang sempat terbelah melalui 
sikap tegas al-Raniri terhadap ajaran wujudiyyah. Maka melalui ini, al-
Singkili menawarkan perspektif yang moderat, meski tidak 
membenarkan doktrin wujudiyah, tapi tidak mengklaim pengikut aliran 
tersebut sebagai Naqsabandiyah kafir. Kecenderungan ini membuat 
Aceh lebih moderat dalam meresepsi aliran-aliran pemikiran dan 
tasawuf.  

Sikap moderat al-Singkili ini juga yang memungkinkan kaum 
perempuan menjadi seorang pemimpin, di mana sempat diperdebatkan 
di masa patronase al-Raniri.  Hal ini menandakan bahwa meski Islam 
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merupakan karakter yang kuat dalam tradisi Aceh, namun ia tetap lentur 
dalam menyikapi perbedaan aliran dan pandangan, termasuk di 
dalamnya soal kepemimpinan perempuan, sesuai dengan tema ketujuh 
dalam Nashî at al-Mulûk tentang peran perempuan.  

Bukan tidak berdasar jika muncul kesimpulan bahwa pemikiran 
al-Ghazâlî ini juga berlaku di Thailand. Tepatnya masyarakat Pattani 
juga memungkinkan perempuan menjadi seorang pemimpin.  Maka 
penolakan terhadap perempuan menjadi pemimpin tidak berasal dari 
doktrin agama. Begitu juga penerimaan sebuah masyarakat atas 
kepemimpinan perempuan tidak didasarkan pada perintah agama. Sikap 
moderat dan kelenturan budaya setempat yang menjadi faktor 
penentunya. 

 

Tsamarât al-Muhimmah (1859) dan Tuhfat al-Nafîs (1860 M)  

Perhatian politik Islam nusantara pada stabilitas sosial juga terlihat 
dalam pandangan Raja Ali Haji (1809-1870). Menurutnya, stabilitas itu 
memungkinkan seluruh rakyat bisa melaksanakan semua tugas, 
termasuk tugas spiritualnya. Untuk itu, ia menjelaskan ciri-ciri raja 
jelek, yaitu congkak, iri hati, serakah, suka menghambur-hamburkan 
harta, tidak mengacuhkan adiministrasi, tidak humoris bahkan bersikap 
menghambat pekembangan rakyatnya.  

Rumusan tentang nilai-nilai ideal, tentang sifat raja yang baik, dan 
sifat raja yang buruk merupakan adaptasi kesekian kali dari konsep al-
Ghazâlî dalam Nashî at al-Mulûk.Unsur baru dalam pemikiran Raja Ali 
Haji adalah penekanan pada kesadaran anti-kolonial, baik secara politik 
maupun budaya. Hal ini tercermin pada responnya atas kritik yang 
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dikemukakan Abdul Kadir Munsyi dalam otobiografinya, bahwa 
masyarakat melayu adalah masyarakat konservatif karena tidak mau 
melepas masa lalu (tradisi)nya.  

Dalam hal ini, Raja Ali Haji menekankan peran penguasa sebagai 
fasilitator dan penanggung jawab character building masyarakatnya, 
dengan menyediakan sekolah, menghimpun para ulama, mencerdaskan 
rakyat serta memberi mereka pengetahuan tentang sopan-santun 
(pengetahuan tentang adat dan tata-krama).  

Perhatian utama Raja Ali Haji dalam karya-karyanya adalah cara 
merespon kolonialisme Barat, antara mempertahankan tradisi 
kemelayuan dan mengantisipasi kepentingan kolonial yang 
terekspresikan dalam budaya modern yang sepintas menggiurkan, 
seperti tergambar pada kemajuan Singapura. Doktrin qiyâfah di tangan 
Raja Ali Haji memiliki dua sisi, tidak semata-mata mencurigai 
kepentingan di balik modernisasi, tetapi juga tentang pentingnya 
bertahan dengan tradisi. Oleh karena itu, ia mengidealkan seorang sultan 
yang menjadi simbol kebudayaan dan bertanggung jawab atas character 
building bangsanya, sesuai tradisi yang berjalan.  

Sikap Raja Ali Haji berbanding terbalik dengan idealisasi 
Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, seorang modernis Melayu yang 
mengidealkan modernitas dan budaya barat yang dibawa oleh Belanda, 
terutama Inggris di Singapura. Perhatikan kutipan berikut: 
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itu. Maka sebab itulah diberi Allah bertambah2 kebesarannya 

 

Sangat terlihat idealisasi Abdul Kadir Munsyi atas budaya Barat, 
bahkan ia identifikasi dengan idealisme dalam kitab Tâj al-Salâthîn,  
tentang penguasa yang adil, bahwa: di bawah penguasaan raja yang adil, 
rakyat akan makmur, perdagangan akan ramai, seperti terjadi di 
Singapura.  Dalam hal ini dia mengagungkan Barat. Sebaliknya, raja 
yang lalim tega mengorbankan rakyatnya demi mendapatkan keinginan 
pribadinya, dan membiarkan rakyatnya hidup dalam kekurangan, 
lingkungan kumuh dan tidak sehat. Menurutnya, demikianlah cerminan 
tradisi Melayu.  

Guna menyingkap teks Abdullah ini, penulis meminjam analisis 
Amin Sweeney yang menyebut bahwa Munsyi tidak memiliki kepekaan 
terhadap kepentingan kolonial. Selain ia tercerabut dari akar 
kulturalnya, dengan memuji dan mengidealisasi Barat, dan sikapnya itu 
justru memuluskan kepentingan kolonial di Nusantara. Sementara bagi 
Bangsa Inggris dan kulit putih, ia tidak pernah sebanding dengan bangsa 
kulit putih.  

Poin yang ingin penulis sampaikan dari kisah Abdullah bin Abdul 
Kadir Munsyi ini adalah penolakan terhadap Tradisi Melayu (termasuk 
idealisme politik Islam seperti paparan di atas), seperti dilakukan 
Munsyi, berarti kegagalan dalam memahami watak politik Islam 
Nusantara, sehingga selalu menempatkan raja vis a vis rakyat, dan 
meniscayakan perubahan dengan cara meninggalkan tradisi tersebut. 
Terlebih lagi, ia memahami kemajuan hanya bisa terwujud dengan 
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mengadopsi nilai barat, yang sepintas terlihat maju, tanpa menyadari 
kepentingan di balik modernisasi yang mereka gencarkan. 

 

Watak Politik Islam Nusantara abad XVII-XIX 

Dari uraian di atas, ada lima poin yang mewarnai politik Islam 
Nusantara kala itu. Pertama, sultan atau raja adalah khalîfah dan 
zhillullâh. Peran yang ia mainkan adalah distribusi keadilan dan 
kesejahteraan bagi segenap rakyatnya. Untuk itu, ia harus bersikap adil 
dan menjaga dirinya dari dorongan nafsu ingin berkuasa, melalui 
arahan-arahan para ulama. Sejauh ia menjalankan tugas tersebut dengan 
baik, sejauh itu pula ia mendapatkan otoritas atas rakyatnya. 

Kedua, jika raja melampaui wewenang atau menyalahi tugas yang 
seharusnya maka otoritasnya hilang. Tolok ukurnya adalah adat yang 
berlaku, sesuai syariat dan ajaran para ulama. Hal ini mengindikasikan 
bahwa sistem politik Islam tidak menganut asas mayoritas vs minoritas, 
melainkan sebuah sistem politik yang mengedepankan hukum dan 
norma sosial sebagai penentu. Perlu dicatat, bahwa syariat yang 
dimaksud tidak dalam pengertian rigid, melainkan sebagai nilai-nilai 
yang membudaya dalam masyarakat. 

Ketiga, seperti kisah-kisah dalam kitab-kitab yang dikaji di atas, 
politik Islam Nusantara tidak meletakkan rakyat sebagai objek politik, 
yang bersifat pasif. Kisah Hâtim al-
Anûsyarwân, bahwa kebenaran bisa berpendar dari atas ke bawah, dan 
sebaliknya berpendar dari bawah ke atas. Rakyat adalah cermin 
penguasa, dan penguasa merupakan artikulasi dari pola hidup 
masyarakatnya. Politik islam tidak menempatkan penguasa sebagai 
antitesis rakyat, ataupun sebaliknya. Terciptanya raja yang adil dan 
rakyat yang beradab merupakan pilar yang diidealkan demi 
terbentuknya negara dan sistem kehidupan bermasyarakat yang ideal. 

Keempat, watak ideologi politik Islam nusantara bersifat moderat, 
utamanya tentang relasi agama, adat dan negara. Seperti penerimaan 
konsep pemerintahan perempuan dalam artikulasi Nashî at al-Mulûk, 
Bustân al-Salâthîn maupun -Thullâb. Pada dasarnya Islam 



tidak anti terhadap peran perempuan dalam pemerintahan, meski 
terdapat dalil yang digunakan oleh kelompok politik tertentu (seperti 
Panglima Polem) untuk menolak lawan politiknya yang mengangkat 
perempuan sebagai simbol. 

Kelima, kesadaran anti-kolonial, melalui teori qiyâfah. Selain 
dikembangkan dalam konteks persaingan politik lokal (Sultanah Safiyat 
al-Din versus Panglima Polem), teori ini juga berguna dalam konteks 
kolonialisme Belanda dan bahkan pasca kolonial, seperti saat ini. 
Merujuk pada pengalaman abad ke-17 hingga akhir abad ke-19, pada 
dasarnya fenomena kolonialisme bangsa Eropa mulai menancapkan 
akarnya, melalui hegemoni politik ekonomi.*** 

 
 







 


